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Tesisini mencoba mengkaji " Perlakuan Perpajakan terhadap Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dan
Permasalahannya’, yaitu suatu kajian terhadap peraturan-peraturan yang ruang ling kupnya mengatur
tentang perlakuan perpajakan terhadap kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi yang tercakup dalam
Surat Keputusan Menteri Keuangan beserta peraturan petunjuk pelaksanaannya dan Surat Edaran-Surat
Edaran Dirjen Pgjak, terutama di bidang Pgjak Penghasilan dan Pgjak Pertambahan Nilai.

Tujuan penulisan tesisini ingin mengetahui dan menguraikan perlakuan perpajakan khususnya dibidang
Pajak Penghasilan (PPh) dan Pgjak Pertambahan Nilai (PPN) serta permasal ahannya atas sewa guna usaha
dengan hak opsi atau Financial Lease, termasuk bilaterjadi pemutusan kontrak lebih cepat atau early
Metode penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini berdasarkan pada deskriptif analitis. Sedangkan
teknik pengumpulan data bersifat teoritis dan kgjian literatur serta menggunakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian bentuk full integration systemdan expert survey ditemukan beberapa kelemahan
dan kekurangan yang ada pada materi Surat Keputusan Menteri Keuangan beserta petunjuk pelaksanaannya.
Khususnya terhadap kegiatan sewa guna usaha dengan hak ops sertadi bidang Pajak Penghasilan dan Pgjak
Pertambahan Nilai. Diharapkan ketidaksesuaian ini agar segera disempurnakan atau diganti dengan
peraturan setingkat lebih rendah dari Undang-Undang, yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), agar
lebih berbobot

sebagai landasan hukum bagi kegiatan sewa guna usaha.

Pada kondisi/keadaan pemutusan perjanjian sewa guna usahalebih cepat/pendek atau early termination,
dalam surat edaran Dirjen Pgjak dan PP belum mengatur secara tegas sejak kapan lessor harus melakukan
penyusutan bilaterjadi default dari lessee.

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sewa guna usaha dengan hak opsi dalam hal tidak
terdapat hubungan istimewa, dimana |lessee diharuskan membayar kembali sebagian PPN masukan yang
telah dikriditkan sebagaimanayang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pgjak. Hal ini hanya berlaku untuk
default dari lessee dalam financial |ease dengan cara sales type lease. Tetapi padatransaksi sales and lease
back, jika

barang modal yang dijual |ease kepada lessor berupa Barang Karla Pgjak (BKP) maka seharusnya lessee
memungut PPN terhadap lessor pada saat terjadi transaksi penjualan.
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